


ABSTRAK

DIAN TIHEWAN (D0E93031) 2008, Identifikasi Kegiatan Politik Komite Nusional
Pemuda Indonesia (KNPL Provinsi Sumatera Barat 1§ Era Reformasi. Skripsi,
Pembimbing 1; Drs. Bakaruddin RA. ML.Si, Pembimbing 2: Drs. Tamrin M.5i,
17 buku referensi, 6 peraturan dan dokomen linnya, 7 sitos internet.

Studi mengenai organisasi pemuda terutama khususeya KNP adalah sebuah
studi vang menarik karena KNPI adalah wadah berkumpul semua potensi-polensi
pemuda kKhususnya potensi politik, KNPT adalab berkumpul pemuda-pemuda yang
mempunyai berbagai latar belakang sosial vany melakukan kegintan-Kegiatan sesuwi
dengan smenal organisasi KNPL Skripsi ini berjudul “identifikasi Kegistan Polilik
Komite Masional Pemuda [ndonesia (KNP Di Era Reformasi®,

Ada bebergpa persoalan yang  ada tulisan ini. Pertama, Apa saja hentuk
kegiatan politik yvang dilakukan DPD KNPI Sumbar periode kepenpurusen 2004 —
2007, Kedua, Bagaimana DPD KNP Sumbar periede 2004 — 2007 melaksanakan
prinsip  keterbukasan dan  independensi orpanisasinva dalam kepgiatan-kegiatan
politiknva, Untuk menjelaskan persoslan imi secara hatk peneliti menggunakan Teori
Ocpanisasi vang akan menjelaskan KNP sebapai sebuah orgamsasi vang terkait
dengan prinsip keterbukean organisasi. Teori Kelempok Kepentingan yang akan
menjelaskan KNPI sebagai sebuah kelompok kepentingan yvang memiliki kepentingan
palitik dalam rangka partisipasi politik pemuoda dan tinjavan umum tentang kegiatan
palitik yang menjelaskan bentuk-beatuk kegiatan politik yang KNPI lakukan selama
kepenourusan perinde 2004 — 2007,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatil’ dengan tipe deskriptitl
Penulisan penclitian ini dilskukan dengan cars Pertama, mengumpulkan dats
wawancara dengan informan denpan mengeenakan metode purposive sampling dan
jues melalu studi dokumentasi. Keduas, analisis data mefalui triangulasi sumber data,
Terakhir. menghasilkan scbuah karva ilmiah dengan menggunakan acuan teknik
penulisan ilrmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkkan behwa dari segi kegistan, DPD KNPT
Sumbar melakukan berbagai kegiatan politik yang melipuli mengajukan usuolan
kebijakan umum, Mengajukan alternatii’ kebijakan emum dan mengajukan kritikan
dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah: kegiatan-kegiatan politik
tersebutl dilukukan dengan berbagai metode seperti audiensi, mengadakan seminar,
melakukan protes dengan penggalangan massa dan melakukan berbagai kerjasama
dengan berbagai pihak. Lebih jauh, didalam hal keterbukaan dan independensi, DPD
EMPL Sumbar periode 2004 — 2007 belum mampu menempatkan posisi organisasi
seseai dengan amanat vang ditetapkan didalam ADFART KNPI sebagai konsekwensi
fogis belum mandirinya pendanaan organisasi, afiliasi politic kader yang masih
dominan sera keberadoan OKP Savap Partar Palitik, Kurang maksimalnva koordinasi
pengures DPD serta banvaknye penpurus vang kurang aktif membeat DPD KNP
Sumbitr kurang mampu melaksanakan prinsip keterbukaan organisasi.

Kata Kuonci: Kelompok Kepentingan (KNP Kegiotan Politik,  Tedependensi,
Clrpamivasi



BAR I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Organisasi Masvarakat merupakan salab satu elemen bangsa yang turi
memberikan kontribusi vang nvata bagi pembangupan negara  Indonesia.
Organisasi masvarakat didirikan deogan tujusn untuk mencapai tujuan bersama
berfandaskan kesamaan latar belakang serta harapan kedepan.

“Clrpanisasi Kemasyarakatan adoloh  organisasi yang dientak oleh

anggota mosyarakal warga regara Republit Indonesia secara sularelu

atas dasar kesamann keglatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan

terhadapy  Tuhan  Yang Maha  Esa,  wpink berperan serta dalam

pembangunan dalam rongka mencapai fwfvan nasional dalam wadal

Negarg Kesatuan Republit Indonesia yang berdasarcan Pancasila don

Undang - undang Dasar 1945

Safah  satu bentuk  Organisasi Masyvarakar  adalabh Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP. OKP adalah orpanisssi vang dibentuk
oleh pemwuda stas dasar kesamasn pandangan dan kebutuban  pemenuhan
kepentingan hersama antara pemuda. Disind OKP tersebut diposisikan sebagal alat
dart upava pemenuban kebutuhan bersama pemuda tersebut,

Pada era Orde Barw, semua OKP tingkat nasional dibimpun dalam sebuah
wadah bernama Komite Nasional Pemwuda Indonesia atau disingkat dengan KNI
Orrganisasi yang didirikan pada tangeal 23 Tuli 1973 ind bertujuan sebagai wadah

perjuangan bersama OKP-0OKP dalam rangka pemenuhan tanggungjawab dalam

pembangunan nasional sebagai penerasl muda pelanjut masa depan bangsa,

"L M, & Tahun 1985 Bab [ Pazal | ientang definis Oreanizasi Kemassarakaton



“KNP adalak orpanisiosi varg sangat stretepis karena df dalammya
rerdapar herbapor unsur pemuda yang lintas fraksi, lintas daeran, lintas
agame, KNP bisa dijedikan network itk melaksanakan berbag

11 &

provek idealisme bangsa’,

UL Wo. 8 tahun 1985 temtang Referendum schagal landasan hukuin
pendirign KNPI dalam pasal 8 menyebutkan: “Untuk lebib berperan dalam
melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam  satu
wadah pembinaan dan pengembangan yang 5::_1:::11'5“5.

Hal ini ditegaskan kembali dalam penjelasan pasal 8 UL No. 8 tahun 1985
vang menyebutkan:

“Yang dimakswd dengan - sati wadah pembinadan dan pengembangan
v sefenis - ialah hanye ada satu wadah untuk setiap fents, seperti watuk
Chrpanisas]  Kemasyarakaian FPemuda  dalam  wadah  yang  sekavang
hernama Komite Nasiona! Pemuda Indomesta (KNP,

KNPl berperan sebagai media komunikasi antar OKP® dalam mencari
remusan selusi bagl permasalahap-permasalahan sosial politik vang  dirasa
menuntul perangn KNPL sebapgai perwakilan dari keseluruhan suara pemuda.
Didalam Pembukaan Anggaran Dasar {(AD)} KNPE diterangkan bahwa:

"Mainwasameg wtis medaniutian dan melaksanakan cita-cita bampesa serta
mempersigpkan funay-tunay bawgya dengan pangeilan sefarah dan
mewnimdkan  longmmpfawabnyg,  moka organsiasi bemasyarakonm
pemida dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Kamite
Nasigmel  Pemuda fndonesia, dengan semangal kebersameaan  untuk
menymbutiton, menseerakion sertg menvalurkan dinamita, militansi dan

© httptwwew suarakarvi-online convnews imPid= 129737, Kosgres KNP (diakses pada tangzal
23 Desemiber 2007, Prkal 1500 WIE)

¥ G O LI Mo & Tahun 1985 Pasal B

: o Cd, Penjelasan UL Mo, 8 Tahon [985 fendang Referevidum,

' Komunikasi dilakukan oleh dan melalui perwskilan-perwakilan OKP vang deduk dalam
kepenpurusan KNPL vang keangootaennye dipilih dalam arenn musyawarah aiau melalut rapat-
rapat formal organizast seperti ropal plene diperluns yong melibatkan OKP-OKFP  dolam
memutuskan hal-kal tecteniv seperti sikap pemude, fermantung pada masing-masing tingkston
Organisasi.



NS

— e

fdealisme pemuda Indonesia demi tercopainyg mase depan vene lebih
haik".

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan, KNPT adalab wadah
berhimpun bagi scluruh OKP untuk beraktilitas dan berkreatititas dalam kerangka
pemenuhan kepentingan bersama, Penckanan kepentingan bersama seperti vang
disehotkan diatas dapat diwajudkan salah sptunya didalam bentuk Partisipas
Politik. Partisipasi politik ini sesuai dengan tujuan organisasi diatas diupavakan
untuk divujudkan melalul kegiatan-kegiatan politik KNPL.

Didalam Angearan Dasar (ADy KNP disebutkan babwa KNPL adalah
arganisasi berhimpun pemuda vang bersifin terbuka dan independen”. Dan jika
dihubungkan dengan kegiatan politik KNP, maka kegiatan-kegiatan pohtik KNPI
sebapal bentuk partisipasi politik KNPI scharusnya juga dilandasi atas nilai-nilai
keterbukaan dan independensi.

Independensi disini bermakna bahwa KNPL sebagal wadah organisasi
permuda tidak feriket atau mengikalkan din kepada suatlu kekualan politik
manapun, Scdanpkan keterbukaan dising bermaksud bahwa KNP dalam setiap
kegiatannya sclale akomodir serta seluruh potensi pemuda yang dalam hal ini
semua OKP yang berhimpun didalam KNP tanpa membeda-bedakan  Jatar
belakang ideolopl, SABA atau kepentingan politik kelompok pemuda tertentu.

Namun, selama em Orde Bary, KNPI dianggap tidak bisa menempatkan
dirt sesual dengan sifat orpanisasi yvang terbuka dan independen sesuai vang

diamatkan olch ADVART KNPL Agus Surone didalam tulisannya mengatakan;

* Anggaran Dasar (ADY KNP Pasal § ientanp Sifac KNP




BAR VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian diatas, DPD KNPIL Sumbar
periode 2004 — 2007 telah berupaya untuk memaksimalkan peranan KNP1 Sumbar
khususnya dalam partisipasi politik KNP Sumbar. Pertama, kegiatan politik yang
dilakukan oleh DPD KNPl Sumbar meliputi mengajukan usul mengenail suatu
kebijakan umum vang dilakukan melalui media audiensi dengan pihak-pibak
lerkait, mengajukan allernatif kebijakan umum vang berlainan dengan kebijakan
vang dibual oleh pemerintah yapg dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan
berbapai pihak serla melalui pembentukan opini serta pencarian splusi melalui
pelatihan-pelatihan seta seminar-seminar dan vang terakhir adalah mengajukan
kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan pemerintah dengan jalan
memohilisasi massa dalam upaya pressure atas kebijakan pemerintah,

Kedua, mengenal pelaksanaan prinsip keterbukaan DPD KNPL Sumbar
belumi mampu menjalankan proses pengorganisasian dengan batk, hal ini
dikarenakan beberapa halangan mendasar seperti kurang maksimalnya tingkal
keaktifan pengurus sehingpa didalam kepiatan politiknya DPD KNPT sering
mengamdalkan  unsur kepengurusan vang  tidak  sesual dengan  bidangnyva.
Disamping ity, mekanisme koordinasi dan mekanisme perlanggungjawaban vang
lidak terstruktur dan dijalankan dengan baik membuat hubungan antara KNPI
Sumbar dengan OKP kurang terjalin dengan baik. Hal ini melemahkan fungsi

dasar KNPI schagai wadah berhimpun pemuda/ORP.
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